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LAPORAN SINGKAT 

KOMISI IV DPR RI  
(BIDANG PERTANIAN, KEHUTANAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN,  

SERTA PANGAN) 
 

 

Tahun Sidang : 2014-2015 

Masa Persidangan :  III 

Rapat  Ke- : 11 

Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Jenderal Planologi 
Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Sifat Rapat              : Terbuka 

Hari, tanggal           : Senin, 20 Januari 2014 

Waktu : Pukul 14.00 WIB  

Tempat                   : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK IV)       

  Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta 

Acara : Penjelasan mengenai Usulan Perubahan Peruntukan Kawasan 
Hutan dalam Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi 
(RTRWP) Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Utara, Papua 
Barat, dan Kepulauan Riau 

Ketua Rapat            : Drs. H. Ibnu Multazam 

Sekretaris Rapat      : Drs. Budi Kuntaryo 

Hadir : A. 38 Anggota dari jumlah 50 Anggota Komisi IV DPR RI 

  B. Pemerintah: 

1. Dr. Ir. Bambang Soepijanto, MM. (Direktur Jenderal 
Planologi Kehutanan);  

2. Ir. Yuyu Rahayu, M.Sc. (Sekretaris Direktur Jenderal 
Planologi Kehutanan);  

3. Ir. Masyhud, MM. (Direktur Perencanaan Kawasan Hutan); 

4. Ir. Muhammad Said, MM. (Direktur Pengukuhan 
Penatagunaan dan Tenurial Kawasan Hutan); 

5. Ir. Is Mugiono, MM. (Direktur Wiayah Pengelolaan dan 
Penyiapan Areal Pemanfaatan Hutan);   

6. Dra. Luluk Nurohmah (Direktur Penggunaan Kawasan 
Hutan); dan 

7. Prof. Tukirin Partomihardjo (LIPI/Tim Terpadu Usulan 
Peruntukan Perubahan Kawasan Hutan dalam Revisi 
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka 
Belitung, Sumatera Utara, Papua Barat, dan Kepulauan 
Riau yang berdampak penting dan bernilai strategis) 

    beserta jajaran. 
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I. PENDAHULUAN  
 

Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI dengan Direktur Jenderal Planologi 
Kehutanan Kementerian Kehutanan dalam rangka penjelasan mengenai Usulan 
Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dalam Revisi Rencana Tata Ruang 
Wilayah Provinsi (RTRWP) Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Utara, Papua 
Barat, dan Kepulauan Riau, pada hari Rabu tanggal 15 April 2015 dibuka pukul 
14.30 WIB oleh Ketua Rapat Drs. H. Ibnu Multazam dan dinyatakan terbuka 
untuk umum. 

 
II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN 
 

1. Komisi IV DPR RI menerima usulan rencana Perubahan Peruntukan 
Kawasan Hutan dalam Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi 
(RTRWP) Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Utara, Papua Barat, dan 
Kepulauan Riau. 
 

2. Komisi IV DPR RI akan membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk 
menindaklanjuti usulan tersebut dalam rangka pendalaman dan kajian 
terhadap usulan rencana Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dalam 
Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kepulauan Bangka 
Belitung, Sumatera Utara, Papua Barat, dan Kepulauan Riau untuk 
perubahan kawasan hutan yang berdampak penting dan cakupan luas serta 
bernilai strategis (DPCLS) yang disampaikan oleh Kementerian Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan kepada DPR RI.  
 

3. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan c.q. Direktur Jenderal 
Planologi Kehutanan akan menyampaikan data hasil kajian Tim Terpadu dan 
Surat Keputusan Menteri Kehutanan mengenai Perubahan Peruntukan 
Kawasan Hutan non DPCLS serta data perubahan fungsi kawasan hutan per-
kabupaten/kota dalam revisi RTRWP Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera 
Utara, Papua Barat, dan Kepulauan Riau kepada Komisi IV DPR RI. 
 

4. Komisi IV DPR RI sepakat dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan c.q. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan untuk membedah 
kasus-kasus  yang berkaitan dengan penyimpangan dan/atau pelanggaran 
terhadap kawasan hutan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. 

 
III. PENUTUP 
 

 Rapat ditutup pukul 16.15 WIB. 
 
 

DIREKTUR JENDERAL 
PLANOLOGI KEHUTANAN,   

 
 
 
 

DR. IR. BAMBANG SOEPIJANTO, MM.  

KETUA RAPAT, 
 
 
 
 
 

DRS. H. IBNU MULTAZAM 
A-71 
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1. Panitia Kerja Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dalam Revisi RTRWP 

Komisi IV DPR RI akan meminta penjelasan dari Pemerintah Daerah Provinsi 
terkait dan akan melakukan kunjungan kerja spesifik ke lapangan untuk 
melihat dan mendapatkan data serta informasi dari para pemangku 
kepentingan termasuk dari masyarakat setempat. 
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